. WALI KOTA BALIKPAPAN. e R
- PROVINSI KALIMANTAN ’I‘IMUR s P

: ”'. ‘PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN “' f{;;
L ‘ NOMOR 18 TAHUN 2018 '
R TENTANG |

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 o
L *TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI | R B

- DENGANRAHMAT TUH_AN YANG MAHA ESA f _' P

o WALI KOTA BALIKPAPAN, R

Memmbang H 3 }bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Pasal 9 ayatifl-,hv.?ff‘

jf6‘Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi perlu menetapkanfj,.f

) Daerah Nomor 6 'l‘ahun 2015 tentang Izm Usaha Jasa Kontruksx, , ,, »f;‘i'_‘;

.'gPasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk’
. Indonesia Tahun 1945; : b

(2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (6), Pasal 15~
ayat (2), Pasal 19, Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat
" (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor .

.Peraturan . Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan O

). Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan'j:/.i

v7'*:55‘."vandang-Undang Darurat Nomor - 3 tahun 1957 tentang:,

‘Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm;;__
;_»:A'-"Nomor 1820) : v - A ,

g ;'_Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan" -

. Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara -
;'-,_}}Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9} sebagai - Undang-*; L
- Undang (Lembaran Negara Republik - Indones1a Tahun 1959

' Peraturan - Perundang—undangan ‘(Lembaran = Negara Repubhk]f -

- - Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara"
* Republik Indonesia Nomor 5234); - L i S
'.:'..,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor' '

' '244, Tambahan Lembaran Negara . Repubhk Indonesia- Nomor_’{ -
" '5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua -
* Atas . Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang o

© Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Repubhk Indonema
.~ Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'
‘;Indone81a Nomor 5679) B . Lol -

Peraturan Daerah Kota Ballkpapan Nomor 6 Tahun 20 15 tentang
- Izin Usaha Jasa Konstruks1 (Lembaran Daerah Kota Bahkpapan
o ‘Tahun 2015 Nomor 6), T A I T ,é S

l,.



MEMUTUSKAN

TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

BAB I

e LT Pasal 1
:_'Dalam Peraturan Wah Kota ini yang dlmaksud dengan
1. ;'Daerah adalah Kota Bahkpapan ' -

. kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan
:‘f}‘Wah Kota adalah Wall Kota Ballkpapan e : SO R
" Dinas Pekerjaan Umum  yang selanjutnya d1$1ngkat DPU adalah Dlnas Sl

Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. L

- Balikpapan. -

konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Daerah. .

bentuk ﬁsxk laln

d1b1dang usaha jasa konstruksi.
~keahliannya.

" kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

. dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang. -

_‘PERATURAN WALL KOTA TENTANG  PERATURAN|
' PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015|

KETENTUAN UMUM PSS P IR,

Pemermtah Daerah adalah Wali Kota sebageu unsur, penyelenggara Pemermtah B B ‘
. Daerah yang memimpin ‘pelaksanaan urusan pemcrmtahan yang men]adlg IR

\ Dinas Penanaman ‘Modal dan ‘Perizinan Terpadu yang selanjutnya dlslngkatﬁ.j».‘-}‘
“DPMPT adalah D1nas Penanaman Modal dan Perlzman Terpadu Kota co

5. Jasa Konstruks1 adalah 1ayanan Jasa konsultan31 perencanaan pekerjaanf"
- konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruk31 dan layanan Jasa'»,;j.

" 'Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya dlslngkat IUJK adalah izin untuk f’»‘{".
*melakukan usaha d1 bldang Jasa Konstruksn yang dlkeluarkan oleh Pemermtah o

Pekerjaan Konstruk31 adalah keseluruhan atau sebag1an rangkalan keglatanj”
perencanaan - dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan’ yang - mencakupl
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing- =
masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau"‘jf o

Badan Usaha Jasa Konsfrukm yang selanjutnya dlsmgkat BUJK adalah badaniif g _ﬁ
usaha .yang berbentuk badan hukum, yang keglatan usahanya bergerak*

. Klasifikasi adalah penggolongan BUJK berdasarkan b1dang dan sub bldang f’:
. Kualifikasi .. adalah penggolongan Badan Usaha/Pemsahaan berdasark no
.~ Penanggung Jawab BUJK adalah Direksi/ lepman BUJK untuk Kantor Pusat}f: -

Sertifikat Badan Usaha yang: selanjutnya dlsmgkat SBU adalah tanda buktxv*,v.

"~ pengakuan ‘penetapan  klasifikasi dan kuahf1ka51 atas kompeten31 dan .

/f'-;fkemampuan usaha di bidang jasa konstruksi. o !

1. Sertifikat Tenaga Ahli/Sertifikat Tenaga Tcrampll yang selanjutnya dlsebutv

- 'SKA/SKTadalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan. |

" dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.-

Kdnstruk& selanjutnya dlsmgkat LPJ KD / LPJ KN

profem keterampilan kerja dan keahlian- kerja orang perseorangan di ‘bidang 'j_?-:‘
““jasa konstruksi menurut d151p11n keilmuan- dan/atau keterampllan tertentu_;; o

- 5 Lembaga adalah organisasi sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 24 ayat (1) i
. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan’_» L
- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang. Usaha dan Peran Masyarakat Jasa S



6. Pemohon IUJK adalah BUJ K. yang melakukan permohonan penerbltan IUJ K

masyarakat

. BABI

N PasalQ

R :menandatangam Sertlﬁkat [UJK setelah menerima Rekomendasx darl DPU
Keputusan Kepala DPU..
I Kepala DPMPT

BAB III

Pasal 3

,kepada BUJK paling sedikit memenuhi kriteria sebagal berikut:

-fc BUJ K yang bersangkutan tidak sedang terkena sank31 dan N
od. BUJK yang bersangkutan tldak sedang masuk ke dalam daftar hltam

" terlebih dahulu bila diperlukan. -

. Wah Kota ini.

BABIV o
PERMOHONAN IUJK

Umum

Pasal 4

‘Kepala DPMPT dengan tahapan proses mehputx |
-_i.‘f-'PCI‘mohonan dan pendaftaran S
b. penelitian kelengkapan proses,
. rekomendasi; -
d. vff,jpenerbxtan dan :,,';:-‘_
f?i’gpcngambﬂan IUJK

-,“'_;’T.Portal adalah web site resmi yang dlkelola oleh Tim Teknis yang d1peruntukkan“j i}
Cossuntuk menampﬂkan 1nforma31 BUJK yang telah mempunya1 IUJK kepada, S

UNI’I‘ KERJA/INSTANSI PEMBERI IUJK e

~Walllkota memberlkan kewenangan kepada : Kepala : DPMPT untuk
g fStandar operas1onal prosedur penerbltan rekomendas1 IUJK dltetapkan dengan

(3) Standar Operasmnal Prosedur penerbltan IUJK dltetapkan dengan Keputusan

PEMBERIAN REKOMENDASI S LEeh A

:}(1) Rekomenda31 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat d1ber1kan

‘a. SBU, SKA, dan /atau SKT yang dimiliki BUJK yang d1terb1tkan oleh Lembaga~ o

.b; 10kas1 kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan dOl’nlSlll U T

_.;;:Dalam ‘memberikan rekomenda31, DPU dapat melakukan venﬂkasx lalpang

A ;»_jFormat surat rekomenda& sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tercantum i{“ ( 3
~ . dalam Lamplran I yang merupakan bag1an tldak terplsahkan darl Peraturan S

f}Dalam rangkaﬂ pemberlan IUJK Pemohon IUJK mengajukan permohonan kepada




Baglan Kedua AT
: ...Tata Cara Permohonan dan Pendaftaran o

e L PasalS e s SR
}Y»Tata cara permohonan IUJ K sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 huruf a terdlrlj;’li-;,

- “dan selanjutnya diserahkan kepada petugas pendaftaran; dan

I dan dlben nomor dan tanggal pendaftaran SR

Pasa16

harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas
a “untuk permohonan IUJK baru mehputl

.;1}._;;1 menyerahkan formuhr permohonan 1zm yang telah dllSl, e v
‘2. menyerahkan - rekaman  Akta - Pendirian - BUJK yang iy télahf',f
-fdlsahkan/d1daftarkan dari instansi yang berwenang, S Y R

~{PJT-BU) beserta surat pernyataan penglkatan diri;

.,}fyang telah diregistrasi oleh Lembaga rekaman Kartu Tanda Penduduk

‘dan NPWP Perusahaan; . e ,
s Pas Photo ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) Iembar, dan o
9. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab BUJK b1la pcngurusa' o
- Permohonan izin baru dlkuasakan - e R RNV S
quntuk permohonan perpanjangan IUJK mehpun S
1 menyerahkan formulir permohonan 1zm yang telah dllSl S T Y
2. menyerahkan ~ rekaman: = Akta - Pendirian BUJK"“"’" yang {f:j } telah_[{fi O
vd1sahkan/ dldaftarkan dan mstansa yang berwenang, S R

- oleh Lembaga; -

. (PJT-BU) beserta surat pernyataan pengikatan diri;.

v~ va : permohonan d1tandatangan1 oleh Penanggung Jawab BUJ K dan dlstempel BUJ K v- :

b permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberi tanggal dan nomo‘r;v- :
serta: menggunakan Kertas Kop BUJK dan petugas pendai”taran membukukan}_{

g (1) Tata:'Cara pendaftaran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 huruf a pemohon

:;menyerahkan rekaman SBU yang masm berlaku dan telah dlreglstra81;}'}‘f.:‘: -
;’_:-’jmenyerahkan rekaman Kartu Penanggung]awab Teknlk Badan Usaha:}, 5

5 v"'ﬁmenyerahkan rekaman - Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertlﬁkat{v "
-Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT- BU)

‘.‘:’:,-‘;menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab BUJ K
“menyerahkan fotokopi surat keterangan domlslh usaha dan kelurahan

‘menyerahkan . rekaman SBU yang ma81h berlaku dan telah d1reg1stras1i
" i:"_ﬁmenyerahkan Rekafnan Kartu Penanggung Jawab ’I‘ekmk Badan Usaha

5. menyerahkan rekaman  Sertifikasi Keahlian - (SKA) dan / atau Sertlﬁkat'

- Keterampllan (SKT) dari’ Penanggung]awab Teknik Badan Usaha (PJT BU)Y-:T”ﬁ

_Penduduk; L . Y 5

- ' dan NPWP Perusahaan; 1 | o .
.g;Pas Photo ukuran 4X6 berwama sebanyak 2 (dua) lembar,

et AV e X

. yang dlperoleh
0 menyerahkan sert1ﬁkat IUJ K ash, dan

[T T

‘yang  telah - dlreglstras1 oleh - Lembaga dan Rekaman Kartu 'I‘anda
....’;‘menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk Penanggung J awab BUJK

7. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domxsm BUJK dan kelurahan

f,ff‘ffvmenyerahkan fotokopi bukt1 telah menyelesaikan. kewajlban pembayaran'v‘f.f B
»-paJak sesuai - ketentuan peraturan perundang~undangan atasv kontrak*-‘.;,;



| menyerahkan formuhr permohonan 1zm yang telah dilSl }
2. :menYerahkan rekaman: - N S

-~ direksi / pengurus;

- perubahan alamat BUJK; |
c)  Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK dan/atau i R
' SBU yang ma51h berlaku untuk perubahan Klasxﬁkam dan Kuallﬁkasi"»

~usaha." : R A P
1,""menyerahkan IUJK ash, o o iy ,
L. Pas Photo ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan S

f,’ményerahkan surat kuasa dari Penanggung _}awab BUJK b11a pengurusan SR
~ Permohonan perubahan data IUJK dlkuasakan LRI P

d. untuk permohonan penutupan IUJK mehputl IR
- 1 menyerahkan formuhr permohonan izin yang telah dllSl

2 menyerahkan IUJK yang asli; dan o oL
3. ‘menyerahkan Surat Pajak Nihil. -

© Akta Perubahan nama dlrek31/pengurus untuk perubahan data nama"f i

Surat Keterangan - Dbrmsxh Usaha' BUJK-Tdarl f kelurahan untuk

Format Formuhr Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) humf a

5 ‘.;"'angka 1, huruf b angka 1, huruf ¢ angka 1 dan. huruf d angka 1. tercantum'.

!

terplsahkan_dan Peraturan Wah Kota ini.

R Baglan Ketlga ST
: Tata Cara Penehtlan Kelengkapan Berkas

o Pasal7 AR SRR SRR e
. (1) Berkas yang dlternna akan d1te11t1 oleh DPMP’I‘ menyangkut kelengkapan "
- administrasi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai yang dlpersyaratkan e

- berkas dlnyatakan lengkap dan berkas dlnyatakan tidak lengkap. " i

diteruskan ke DPU.

masyarakat
' (2} oleh DPMPI‘ d1kemba11kan kepada pemohon untuk d11engkap1 .

Baglan Keempat |
Tata Cara Pengambxlan IUJ K

(I)f. Pengambﬂan IUJ K sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 huruf f terdm atas ‘ .:

dalam Lamplra_n II yang merupakan baglan tldak terplsahkan dar1 Peraturan
,,‘Wah Kotaml . et e T {
Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagalmana dlmaksud pad a ayat}' s
(1) huruf d tercanturn dalam Lamplran III yang merupaka_n baglan t1 dak

2) Hasil penelitian oleh DPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bel“upav:,;g:'f
(3) Berkas yang telah: dlnyatakan lengkap sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)'?';;“}',j =
;‘,vi(4) Dalam hal berkas yang dlnyatakan lengkap sebagalmana dlmaksud pada ayat'-v":‘}f' ‘_
.- (2) akan diberikan rekomendasi oleh DPU dan selanjutnya rekomendasi tersebut S
- dikirim ke- DPMPT untuk menjadl dasar penerbitan IUJK dan IUJK yang telah}. o
- diterbitkan akan dlmasukkan dalam Portal untuk menJadl 1nforma31 kepada;,: o

;j__:jf,(5) Dalam hal befi%as dmyatakan tldak lengkap sebagalmana d1maksud pada ayat”v;;}- :




u-n»-w,m,.!,.w\»vnv-'ev...: .

B :.:‘a pembenan IUJ K dan menandatangam buktl pengambﬂan D

‘untuk setlap kali habis masa berlakunya; -

kepada

a,“.l DPMPT dan
(2] Bentuk IUJK dengan Format sebagalmana tercantum dalam Lamplran IVf
Peraturan Wah Kota ini. S S e S .

- BaBVv.
. KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
Pasal9

(1) BUJ K wapb mern111k1 Kartu Penanggung J awab Tekmk yang d1ber1kan oleh DPU. o ':'
(2) Persyaratan Permohonan Kartu Penanggung J awab Tekmk pahng sedlklt -

‘telah dilegalisir; - _
b : irnenyerahkan Daftar szayat Pckerjaan 3y
. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk
d: - menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak dan

" Teknik.

“dari ] Peraturan Wall Kota ini.

b BABVI CE SR A
- TATA CARA PENOMORAN KODE IUJK

R _ Pasal 10
i Pemberlan Nomor Kode kepada BUJ K sebaga1 berlkut
an Jumlah d1g1t nomor ‘kode adalah 17 digit; S, T o
d1g1t 1 merupakan bentuk usaha dllSl angka (1) yaltu Perusahaan Nas1ona1

'b. IUJK yang diterbitkan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat d1perpan3 g -

:”‘c__ IUJK yang diterbitkan dibuat dalam: rangkap 3 (txga) dengan ketentuan o
" salinan’ ash d;berlkan kepada pemohon dan tembusannya dlsampalkan e

7._;;.menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagax pegawai tetap Yang N
- ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU BU) déni

“;_menyerahkan rekaman Sertlﬁkat Bzmbmgan Tekms Penanggung Jawéb

3 '"“JFormat Kartu Penanggung Jawab Tekmk BUJK sebagalmana dlmaksud paday_}‘
" ayat (1) tercantum dalam Lamplran A yang merupakan baglan tldak terpxsahk " - o

d1g1t 2. sampal dengan d1g1t S merupakan untuk kode kabupaten / kotaxv ,,

dnnana perusahaan berdomlslh sesuau dengan kode yang dlkeluarkan oleh R

,._,,.,f:;,vv_Badan Pusat Statistik; -~ .~ : BRI I
. digit 6 merupakan jenis’ usaha d11s1 angka (1} Jasa Perencanaan ‘nomor (2) .

o Jasa Pelaksanaan, Nomor (3) Jasa Pengawasan dan nomor (4) Gabungan?i,ﬂ’q: -

5'.;~v,‘fdar1 ketlganya S S e e e TR ;
.f};;dlgxt 7 sampal dengan d1g1t 11 merupakan nomor urut yang tercatat d1

S kabupaten/ kota dimulai dengan 00001;dan . . SR f- R

f;iﬁ"3'-‘ d1g1t 12 sampal dengan 17 merupakan nomor reglstram pada LPJK Daerah O
" (2);;=Tata cara penomoran ‘kode JJUJK . sebagalmana d1maksud pada ayat (1), S

fPeraturan Wah Kota 1n1 e

..-“j,tercantum dalam Lamp1ran VI yang merupakan baglan tldak terplsahkan dan L



. . BAB VII R e I
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR TAHUN B
| ‘Pasal 11 . S

(1) ' BUJK W&Jlb menyampalkan laporan akhlr tahun yang dlsampalkan kepadai'_l-ff;
‘o DPMP]‘ palmg Iambat bulan Desember tahun beljalan mehput; AT R
v-a nama dan n11a1 paket pekelj;aan yang d1peroleh R
.,b» 1nst1tus1/lembaga pengguna jasa; dan o I
c' kemajuan pelaksanaan peket]aan . sl T S
‘iv(2) Format laporan akhir tahun sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tercanturp AR

- dalam Lamplran VII yang merupakan baglan tzdak terplsahkan darl Peraturan‘.»v}_ .
' ?‘Wah Kota ini.. L PR R

L _ BABVIH oo e
'MEKANISME PEMBERLAKUAN KEMBALI IUJK

L 5 . Pasal 12 e
iMekamsme pemberlakuan kemball IUJK mellpuu R T S
‘a. perusahaan mengajukan ‘Permohonan pemberlakuan kembah IUJK secara :
tertulis beserta bukt1 bukt1 pemenuhan kewa_]lban yang dlperlukan kepada:
'DPMPT; Lo . AN
.- DPMPT mememksa berkas Permohonan dan melakukan Vel'lflkaSI Iapangan b11a
dirasakan perlu; - SRR R e e v o

;.,_:épabﬂa ‘berkas - Permohonan beserta bukt1 buktl pemenuhan v kewajlban,; ' ;
‘ dmyatakan Iayak maka DPMPT dapat membenkan surat pemberlakuan kembah';'f:':‘ B
‘ _;’}DPMP’I‘ dapat memberlkan kembah IUJK kepada BUJK pemohon dan S ) b Vi
-DPMPT. mengumumkan kepada masyarakat umum dlantaranya melalul s1sterf,1f:,f‘f,_.}, -
v..i‘1nfonna31 jasa konstruks: dan /atau papan pengumuman DPMPT o B

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN IUJK [T

A R Pasal 13 S Lo S
DPMP’[‘. menyampalkan laporan pertanggung]awaban secara berkala setlap 37
_*:.;V._v'(t1ga) bulan sekali kepada Wali Kota. -~ . e SRR SN S
'A“‘._'Wah Kota menyampaukan laporan pemberlan IUJK kepada Gubemur secara" '?fﬁ,j. s
f;,j(,‘.berkala setlap4 (empat) bulan sekali. - - .- T o
(3) Laporan pertanggungjawaban pemberlan IUJK sebagalmana dlmaksud padaﬂ_",,
- -ayat (1) dan ayat (2) meliputiz .~ , S o
| 'ffa,_ daftar pemberlan IUJK baru, SRR
b. daftar perpanjangan IUJK;
c. daftar perubahan data IUJ K
d daftar penutupan IUJK '
ffv:e/ daftar usaha orang perseorangan,v LN
s daitar BUJK yang terkena sank51 admmlstratlf dan AR
Gl g keglatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertlb IUJK v
})- Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud’ pada ayat (1) menggunakah'f"}
format sebagalmana tercantum dalam - Lampxran VIII yang merupakan baglan L
i;t1dak terplsahkan dar1 Peraturan Wall Kota ini. oo S L :




-fmerupakan baglan tldak terplsahkan darl Peraturan Wah Kota 1n1

. BABX SRS
TATA CARA PEMBINAAN
RS S TR - Pasal 14 - e o SAPRN e
e v_?:fDalam melakukan pembmaan terhadap Jasa konstruk31 Wah Kota mcmbentuk o
o .Tim Pembma Jasa Konstruksz o . C R L SRR A
2) : Tim Pemblna Jasa Konstruksz sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) dltetapk

meIa1u1 Rencana Kerja Perangkat Daerah

o KARTU 'I‘ANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN ;; RN L

B Pasal 15 SRR SENTLAA ¢
:,“_Persyaratan Permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangah
- meliputi: g SR LT D R AT
f‘ﬁ:men}’erahkan formuhr Permohonan yang telah d1131 i
menyerahkan rekaman SKA atau SKT L B
menyerahkan daftar nwayat hlduP’ ST
- menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan

- BAB XII S
SISTEM INFORMASI JASA KONTRUKSI

,‘;DPMPT melakukan mput data’ pelayanan IUJK kedalam Slstem Informas1 Jasa ., N
_. Konstruk81 yang palmg sedikit mehput1 - e L S
an Data BUJ K yang sudah mem111k1 IUJ K
b. Daftar Usaha Orang Perseorangan

‘c. Status berlaku IUJK; dan =
o .,}fvd.:‘ Status sanksi terhadap BUJ K blla ada L ; : s
IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah dlberlkan, , dltayangkanl"
:fj}f'melalul medla 1ntemet L : SN
; DPMPT melakukan pemutakhlran data pelayanan sebagalmana dlmaksud pada o
- ';ayat (1) secara berkala g SR R T SRS

: i‘(5) Laporan pertanggung]awaban pcmberlan TUJK sebagalmana dlmaksud pada':v._J'T:'._
" ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lamplran IX yang K

,{'dengan Keputusan Wali Kota. . e ' el 1
i_‘Anggaran penyelenggaraan pembmaan Jasa Konstruk31 dlusulkan oleh DPU B

-G 'yfv’menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajlb PaJak e T :; . -
(2)',7F°rmat Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagalmana dlmaksud S
- pada ‘ayat (1) tercantum dalam Lamplran X yang merupakan baglan tldak o
';terp1sahkan darl Peraturan Wah Kota ini. L S B R



- BAB XIII S
KETENTUAN PENUTUP

Lo Pasal 17 L
Peraturan Wah Kota 1n1 mulau berlaku pada tanggal dlundangkan

‘Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan Wali‘_
'Kota 1n1 dengan penempatannya dalam Ber1ta Daerah Kota Ballkpapan 3 S B

: Dltetapkan d1 Ballkpapan
©  pada tanggal 2 Juli 2018
- f, WALI KOTA BALIKPAPAN

. Dlundangkan d1 Ballkpapan
: ;pvada tanggal 3 Juli 2018 B T
SEKRETARIS’DAERAH KOTA BALIKPAPAN o

SAYID MNFADLL

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 18

Salman’ sesuau dengan ashnya ‘_ IR

. SEKRE’I‘ARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
. KEPALAT BA AN HUKUM o

NI:P 196 10806 199003 1004




iff;-llo NPWP LRI RS R

b 71 1 Vahda31 SKA/SK’I‘

AR OTY TS 'PeﬂemLPJK
SURITE LN FERRERECI NomorSTh
Subklasifikasi Ku'a_liﬁkasi 2014

: Se_suaiv '

Dltetapkan ~ Pada | Klasifikasi | . |
di | Tanggal | SKA/SKT | “°%° | SKA/SKT |

| No | No. Registrasi
T Tidak -
Sesuai |

12, Nama Tenaga Terampll o B

";13 Alamat

E 1'4 Vahdas1 SKA/ SKT

R N . D1tetapka_n - Pada L e : e Kual1ﬁkas1 - Mésa |
»No_: »No. Regstram_ = d1 Tanggal | -Jenis Ketg;gmp1}ap Kerja SKT | Berlaku | -

i ‘:Hasﬂ Vahda31 D1setuJu1 / T1dak D1setuJu1 _‘ - o _ D AT

*..z:,::_:_:-"}Bahkpapan, L R |

 M.RIZALEFFENDI .




em]k1an permohonan kaml dan atas perkenannya kaml ucapkan tenma kas1h

| Penanggung Jawab Badan Usaha

(9 coret yang tidak sesuai |

ttd

Sahnan sesua1 dengan ashnya

; SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
gi KEPALA BAGIAN HUKUM o

NP 1"96108061. 00031004

L e ‘ﬁ - . Nama Jelas . f:f{n S S

WALI KOTA BALIKPAPAN Lt

o M RIZAL EFFENDI et




' LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 18 TAHUN 20 18
TENTANG

DAERAH NOMOR - 6 TAHUN

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN o

. TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

:1(satu) berkas
; K¢Pada Yth"-

......

i Penhal Keterangan Penutugan Badan Usaha J asa Konstruksi

- 1 MenunJuk SuratPenutupan Nomor‘...,.'..tanggal .;.‘.".l..’.".:...penhal Penutupan Badan Usaha':‘
| dengan ini kann bentahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruk& tersebut yang terdaftar di [+

- Pemenntah Kota Bahkpapan dengan sertlﬁkat NO. eeeiversesarnaenens ....'...tanggal
s _masa berlaku sampal dengan telah menghentlkan keglatan usahanya .

' dengan

- Data perusahaan Jasa konstruk51 yang d1maksud adalah sebaga1 benkut
-NamaPerusahaan sl A S

» Y'Alamat
: f’Jems Usaha o
: Penanggung Jawab Ll
'.';Utama Badan Usaha

Kepala Dmas i

| Tembusan disampsian kepada vih.
. : 1. T T P .»‘.-'b"“".‘.’f.",;“.“n‘.;: X

.................

NE Demxlaan agar menjadz maklum dan atas perhat:an serta kezjasama yang ba1k karm ucapkanbf e

* ' WALI KOTA BALIKPAPAN,

. M. RIZAL EFFENDI




e . - .
v N

“FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL |~

o Nama Badan Usaha
o Nomor IUJK ’
‘ ';J ems Usaha

No K1a51ﬁkas1Usaha : SubKla.s:.ﬁkamPekeljaan . ” Nama. Pa.ket Pelaksanaa.n 1 N11a1 Peker_]aan Ket

T Pekeljaan Tertmggl R Proyek v [Rp)

WALI KOTA BALIKPAPAN
: ttd

M RIZAL EFFENDI




LAMPIRAN V SR
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG S e

- PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMERINTAH KOTA

) KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA BRI
: “ NOMOR : : R S

NAMA i L R
TEMPAT/TGL LAHIR

| ALAMAT R
. NO SKA/SKT :
*I'NAMABUJK =

':?,Tanda tanigan = KEPALA DINAS... R

Lo NAMA

S WALL KOTA BALIKPAPAN
Sy i

M RIZAL EFFENDI I
L Salman sesueu dengan ashnya

SEKRETARIAT DAERAI—I KOTA BALIKPAPAN_' R
KEPALA BAGIAN HUKUM Ly

NP 196108061 90031004 | T




LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG R
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN .
DAERAH NOMOR- 'TAHUN 2015
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI o

'_PEMBERIAN’N(SMOR PADA ,'IUJ,"K NASIQNA‘LY' |

',Pembenan Nomor Kode kepada Badan Usaha sebaga1 benku.t '

{Bentukussha diisi © 1~ Perusahaan nasional® | .

-Untuk kode kabupaten / kota dxmana perusahaan berdonus;h sesuax dengan
Kode yang dJkeluarkan BPS ‘ RSP 8 P

B FJ ems usaha dus1 ’1 =J asa Perencanaan

Digit 2's/d 5

“2 Jasa Pelaksanaan

' _3 Jasa Pengawasan

4 Gabungan dari ketxganya PR

bigit 7 s/d 1 1 - Untuk nomor urut yang tercatat d1 Kabupaten / Kota dunulal dengan nomor

: No urut ini tetap d1paka1 walaupun telah deerpanJang / d1ubah / kadaluarsa L R

Nomor Reg1$tra51 pada LPJ K Daerah

sz08 1 1 berusaha d,l bldang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1.BadanUsaha' ~ :1(Badan Usaha Nasmnal) ' RN
2 Kode kota Surakarta 3372 S ‘ )
3 Jenis Usaha »
'4. Nomor Urut Badan Usaha 00811
5. Tercatat di LPJK‘_ . 809465
Kode Badan Usaha .

'5 :2 (Jasa pelaksana)

'1—3372 2 00811 809465

e :WALI KOTABALIKPAPAN
0 T ,

M RIZAL EFF ENDI

g
i
? .
© 3



o LAMPIRAN VI B
.- PERATURAN WALI KOTA
~~ NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG = e T
vPERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN o
DAERAH NOMOR - - TAHUN 2015
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL
. KEPADA DPMPT :

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
S f‘*'vNama Badan Usaha J asa Konstruks: -~ - - - - B .
. J enis Usaha Jasa Perencana/ Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

: Nama Pen a Namapaket L ——— PI'Og‘res pekeljaan SIS (R
gg“n pekerjaan | Nilai | - ;,FlSIkg | Kewangan i}
{'No Jasa,alamat o . T TN :
2 kot tel ; Mulal-f s_elesal | Pekerjaan : : :
a, te p » * pekerjaan | | Rencana' | Realisasi Rencana Reahsa81
2 | s 5 | 6 | 7 [ & [ 9]
ke-1= |~ lke-l= 0 o

R
N 0\° 2

Penanggung J awab Utama Badan Usahaz

Catatan S : :
e __Set1ap Jemsusaha dlbuat tersendln e
‘ Terma.suk Proyek swasta (Non APBN) v' LT

o . _WALI KOTA BALIKPAPAN
S td- ' ¥

_f--} M RIZALEFFENDI"“;!‘: R




v LAMPIRAN v -
- PERATURAN WALI KO’I‘A
NOMOR 18 TAHUN 2018
- TENTANG R
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH © NOMOR - - 6 - TAHUN - 20 15
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ey

LAPORAN PERTAN GGUNGJAWABAN OLEH DPMPT
’ ) KEPADA WALIKOTA .

’"}LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI 1UJK NASIONAL ’
- KOTABALIKPAPAN '~ = = -
CTAHUN & oot

’Jems Usaha i Jasa Perencanaan/dasa‘Pelaksa.na/Jasa Pengawasan

AR Jumlah . . | o Jumlah IUJK {buah) R

e .Taiiun/  dokumen Permohonan | Perubahan | | CPAYA0EAR | leenakan o
periode- ;Pgrmohonan o Bt B _ Sanks1

S " bulan : Badan " Badan - BadanUSaha

- Keteranoan_ N
Badan usaha e

4
v.’,'>v» .
s

2 | 3. | 4 | s — % | 7 1 s ?

S Keseluruhan_ ‘ -
sdtglxm‘ S
B R BUJKyang
| LPeringatan 1 | Wiberikan,
- e .IUJK
. 7. ... | -Peringatan 2 -~ » o
T lUsaha.
R 2 Penngatan 3 3 )
atau- | Perenc é——
Pembekuan : encan B
S 2. Usahajasa "
3 Pencabutan ol B
: :Pelaksana—
Co ‘Sanksi - . 3.0
1 4. Pemberlakukan SE"ha

' Pengawasan—-

" | 4. Jumlah =

[ Usaha Orang

- Peseorangan
. . R

A
R
P
i
H

i
1

' Kepala DPMPT, .

'.WALI KO’I‘A BALIKPAPAN v |
L ttd P i

M RIZAL EFFENDI




LAMPIRAN IX SRR AT
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG .
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH ~ NOMOR 6 ~* TAHUN - 2015

| TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI -

- LAPORAN IUJK OLEH WALIKOTA
- KEPADA GUBERNUR -

LAPORAN PENERBI’I‘AN/ SANKSI IUJK NASIONAL :
5 . . KOTA BALIKPAPAN AR -
TAHUN
SEM ESTERKE :
J“:"Kahmantan Timur : S :
v:"Jasa Perencanaa.n/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan: T o
» Jumlah IUJK (buah} - o Jumlah o |
Perpanjangan - . Dikenakan - | Usaha Orang

e ksi | Perseorangan L
ban FOISCOTANEAN | Keterangan |

R L L L LT TR R

...........................

Jems Uéaha
“Jumlab [ i

P:rﬁfrgir;n Permohonan | Perubahan |
(tota.l] NS
selamaG ‘ ‘Badanm
bulan usaha.. e | |
5. | 4 | s | & [ 7

L ) ,T‘ahun/
periode |
| Puten p

,.-,_..;’B;;daii Co

Badan USaha

 Badan'usaha |

;| Jumlah - .
- | Keseluruhan |
lsdtglini:
.- BUJK yang 8
- dlberlkan

: 1Permgatan1
| 2. Peringatan 2 -

.| 3.Peringatan3 | -

-4. Pembekuan . -
5. Pencabutan

6. Pemberlakuan -

Jwok o |

1 Usaha Jasa

'Perencana— 1
.| 2.Usaha jasa - |-
| Pelaksana = |

| xembati IUJK - S
UL T -} 3.Usaha Jasa |
Pengawasan—-. i

R WALI KOTA BALIKPAPAN

| s S M RIZAL EFFENDI
fjﬁSalman sesual dengan ashnya S T
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPANZ

L KEPALA BAG AN HUKUM o S

NIP 196108061 , 90031004




LAMPIRAN X .
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2018
- TENTANG - o
: PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
. DAERAH -NOMOR 6 . TAHUN  2015"
- TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

T FOEMAT__KARTU TANDA 'DAFTAR"USA'HA'QRANG’ PERSEORANGAN

g PEMERIN’I‘AH KOTA

f“KOP DINAS ey = |
| ‘ IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Lo NOMOR Ll

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
o NOMORSKA/SKT T

; Nama -

: ».Tempat/Tgl Lahzr
7| Alamat -

| No UJK

g Jems Usaha

= Tanda tangan ‘
Pemegang kartu _ _» ST
S b

NIP L '

N EWALI KOTA BALIKPAPAN R

S MRIZALEFFENDI

Salman sesual dengan ashnya e
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN;
KEPALA BAG N HUKUM R S N I SR

NIP» 196108061 90031004




